
 

77 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pemerintah harus memahami keterikatannya dengan masyarakat lebih 

khusus pemerintah Desa karena Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan 

prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam suatu 

Riwayat Rasulullah Saw bersabda:  

“Imam itu adalah laksana pengembala, dan dia akan dimintai 

pertanggungjawaban akan rakyatnya  (yang di Gembalakannya)” (HR. Imam 

Al- Bukhari  dan Imam Ahmad dari Sahabat Abdullah bin Umar r.a) 

Jadi pemerintah daerah harus memfokuskan kinerja disetiap Desa 

dalam rangka pengembangan masyarakat agar bersinergi baik pemerintah 

Daerah, Desa dan masyarakat. Sehingga Pelaksanaannya diwujudkan dalam 

bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka 

panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan 

pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang 

anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. 

Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa 

sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. 

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
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dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:  

h. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa 

i. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

j. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

k.  Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota 

l. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

m.  Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten/Kota;  

n.  Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan 

pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). 

Menurut undang-undang terbaru tentang Dana Desa (DD) Tahun 2018 

yaitu: 

Arah kebijakan DD Tahun 2018 adalah ; 

5. Menyempurnakan formula pengalokasian DD 

6. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan 

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan DD 

8. Mempertajam proritas pengunanaan DD untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 
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Tujuan dari peraturan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang 

terjadi terutama terhadap daerah yang tertinggal dan meningkatkan 

akuntabilitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan sosial dari Desa. 

Dari Anggrana Desa masyarakat memilki harapan besar untuk 

menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi Masyarakat setempat 

dengan birokrasi yang sudah direncangkan dan harus direalisasikan sesusai 

dengan fungsinya yaitu Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI 

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 

ayat 12). Dan Undang-Undang Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2019 

Pasal I Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan 

dan penetapan rincian Dana Desa Dikabupaten Lombok Tengah Tahun 

Anggaran 2019 Yaitu Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi belanja desa yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, 

Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Desa memilki fungsi yang sangat besar terutama menjalankan alokasi dana 

desa sesuai dengan perundang-undangan seperti menyiapkan 

Laporan anggaran dari setiap Bidang-Bidang yang sudah ditentukan 

melaui Desa yaitu : 



 

80 

 

Jumlah biaya yang dikelurkan adalah sebagai berikut:  

e. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 895.985.160,42.  

f. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 1.430.127.632,00 

g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 147.408.550,00 

h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 297.358.866,77 

Berjalannya birokrasi desa tidak lepas dari masyarakat yang bergerak, 

optimis dan mau bekerjasama dengan penyediaan transparansi yang dibuka 

oleh kepala Desa yaitu Bapak Lalu Minaksa selaku Kepala Desa Rembitan 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 

5.2 Saran 

Setiap pemerintah yang bertugas pasti memilki peran dan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup sejahtera kepada masyarakatnya maka formulasi 

kebijkan akan berjalan dengan baik apabila Visi Misinya direalisaskikan 

berdasarkan Undang-Undang Yang telah ditetapkan termasuk DiDesa 

Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.  

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Repoblik Indonesia dan kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah Desa, Sehingga masyarakat dapat dengan 

muda dalam mendapat informasi dalam kepengeurusan surat menyurat dalam 

desa. Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Badan Permusyawatan Daerah (BPD) harus lebih efektif dalam 

mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sedang berlangsung dengan 

melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai wakil/warga desa 

dengan sebaik-baiknya seperti apa yang menjadi tugas dari BPD di Desa 

Rembitan agar birokrasi desa dapat dijalankan dengan tepat dan mampu 

menatah desa menjadi lebih baik. 

2. Kepala Desa harus lebih meningkatakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pemimpin Desa Rembitan agar Desa Rembitan dapat menjadi desa 

yang diteladani dan menjadi Desa tempat masyarakat yang sejahtera serta 

kepala desa harus dapat mengayomi masyarakat desa menjadi masyarakat 

yang Demokratis. Dan tugas seorang pemimpin adalah sebagai penggerak 

untuk menopang seluruh masyarakat untuk bekerja dan ikut berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan alokasi dana desa. 

3. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Rembitan Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam 

memwujudkan masyarakat Rembitan dengan menciptakan masyarakat 

yang taat akan hukum., toleransi, adil, serta mampu memberikan 

partisipasi dalam pemberian saran untuk meningkatakan kesejahteraan 

masyarakat umum di desa. 
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LAMPIRAN II. TRANSKIP WAWANCARA 

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA  

 

A. Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.  

 

1. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa apakah ada faktor 

penghambat dan pendukung 

 

2. Berapa Dana ADD Yang Turun Dari Pemerintah Pusat dan Di Alokasikan 

untuk Apa   aja Dana Tersebut? Tolong diberi penjelasanya 

  

3. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokai Dana Desa?  

 

4. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa?  

 

5.  Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana 

Desa, serta Manfaatnya apa saja? 

 

6. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban mengenai Pelaksanaan 

Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?  
 

7. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan kebijakan desa terutama 

alokasi Dana Desa terhadap pembangunan disini adakah pendekatan 

secara intensif terhadap kosulidasi publik 

 

B. Wawancara dengan Masyarakat Desa Rembitan  

  

1. Bagaimana Transparansi Dana mengenai dana ADD?  

 

2. Untuk partisipasi masyarakatnya Gimana Pak?  

 

3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?  

 

4. Apakah masyarakat selama ini ada pengaruh atau perubahan yang 

mendasar dari terealisasinnya Alokasi dana desa ini pak? 
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LAMPIRAN 11I GAMBAR HASIL WAWANCARA 

Gambar. 1 wawancara dengan kepala Desa Rembitan  
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Gambar II Wawancara Dengan Staf Desa Rembitan 
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Gambar III Wawancara Dengan BPD Desa Rembitan 
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Gambar IV. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Rembitan 

 

 

 

 

 

 

 


